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Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pesatnya 
perkembangan telemedicine di Indonesia pascapandemi COVID-
19, yang belum diimbangi dengan regulasi hukum yang memadai. 
Pandemi mempercepat adopsi layanan kesehatan digital, namun 
perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik telemedicine 
masih lemah dan bersifat sementara. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis kekosongan hukum terkait telemedicine dan 
mengidentifikasi risiko hukum yang dihadapi dokter dalam 
memberikan layanan kesehatan online. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis 
terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, 
dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik 
telemedicine di Indonesia masih berada dalam "abu-abu hukum" 
karena ketiadaan regulasi permanen, ketidakjelasan hubungan 
hukum antara dokter dan pasien, serta ketidakseimbangan antara 
tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi dokter. Implikasi 
penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang 
komprehensif untuk memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum bagi dokter, serta mengintegrasikan telemedicine ke dalam 
sistem kesehatan nasional secara sah dan terstruktur. 
Kata kunci: telemedicine, perlindungan hukum, dokter, reformasi 
hukum, pascapandemi. 
 
Abstract 
The background of this research is based on the rapid development 
of telemedicine in Indonesia after the COVID-19 pandemic, which 
has not been matched by adequate legal regulations. The 
pandemic has accelerated the adoption of digital health services, 
but legal protection for doctors in telemedicine practice is still 
weak and temporary. The purpose of this study is to analyze the 
legal vacuum related to telemedicine and identify the legal risks 
faced by doctors in providing online health services. The research 
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method uses a normative legal approach with analysis of 
legislation, government policies, and related literature. The 
results of the study show that telemedicine practice in Indonesia is 
still in a “legal gray area” due to the absence of permanent 
regulations, the lack of clarity in the legal relationship between 
doctors and patients, and the imbalance between the 
responsibilities and legal protection of doctors. The implications 
of this research emphasize the importance of comprehensive legal 
reform to provide legal certainty and protection for doctors, as 
well as to integrate telemedicine into the national health system in 
a legal and structured manner. 
Keywords: telemedicine, legal protection, doctors, legal reform, 
post-pandemic. 

 
 
PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak luar biasa terhadap sistem pelayanan 
kesehatan global, termasuk di Indonesia (Nugroho et al., 2021). Dengan diberlakukannya 
pembatasan sosial dan protokol kesehatan yang ketat, masyarakat mengalami keterbatasan 
akses terhadap layanan kesehatan secara langsung (Wibowo et al., 2020). Hal ini mendorong 
terjadinya percepatan transformasi digital dalam bidang kesehatan, khususnya melalui 
penggunaan teknologi telemedicine sebagai alternatif layanan kesehatan jarak jauh (WHO, 
2020). Telemedicine terbukti efektif dalam menjaga kontinuitas layanan medis tanpa 
meningkatkan risiko penularan virus, dan selama masa krisis tersebut, telemedicine mengambil 
peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses konsultasi dan penanganan 
medis awal (Daka et al., 2023). Selain itu, penerapan telemedicine mempercepat adopsi 
teknologi di sektor kesehatan, yang sebelumnya menghadapi banyak tantangan terkait 
infrastruktur dan adopsi teknologi (Setiawan et al., 2021). Oleh karena itu, telemedicine diakui 
sebagai salah satu solusi utama dalam merespons tantangan kesehatan di tengah pandemi (Sari 
et al., 2021). 

Pandemi telah menjadi katalis bagi pertumbuhan pesat layanan telemedicine (Rita et al., 
2021). Pemerintah mendukung penggunaan layanan ini melalui Surat Edaran Menteri 
Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020, yang memberikan dasar pelaksanaan 
pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi selama masa darurat 
kesehatan (Kemenkes RI, 2020). Platform seperti Halodoc, Alodokter, KlikDokter, hingga 
aplikasi pemerintah SATUSEHAT mengalami lonjakan pengguna secara signifikan (Sari & 
Wibowo, 2020). Menurut data Katadata Insight Center (2021), lebih dari 60% masyarakat di 
kota-kota besar pernah menggunakan layanan telemedicine, dan banyak tenaga medis yang 
mulai aktif memberikan konsultasi secara daring (Setiawan et al., 2021). Transformasi digital 
dalam pelayanan kesehatan ini tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga mempermudah 
interaksi antara pasien dan tenaga medis dalam masa pembatasan sosial (Lestari et al., 2020). 
Secara keseluruhan, telemedicine berfungsi sebagai solusi yang efektif untuk memastikan 
keberlanjutan pelayanan kesehatan di tengah pandemi (Mulyadi & Putra, 2021). Selain itu, 
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dengan meningkatnya jumlah pengguna, tantangan terkait privasi dan keamanan data kesehatan 
juga menjadi isu penting yang perlu diatasi (Purnama et al., 2021). 

Namun demikian, di tengah perkembangan pesat ini, regulasi telemedicine di Indonesia 
masih bersifat terbatas dan bersifat sementara. Regulasi seperti SE Menkes 303/2020 dan 
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 hanya bersifat responsif 
terhadap pandemi, dan belum memberikan landasan hukum yang kuat dan permanen bagi 
praktik layanan kesehatan digital. Selain itu, peraturan perundang-undangan utama di sektor 
kesehatan seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum mengatur secara eksplisit 
keberadaan serta standar telemedicine dalam sistem kesehatan nasional (UU 29/2004; UU 
36/2009). 

Akibat dari kekosongan hukum tersebut, para dokter yang memberikan layanan 
telemedicine berada dalam posisi yang rentan secara hukum. Ketidak jelasan dalam hubungan 
hukum antara dokter dan pasien, keterbatasan sistem pendokumentasian medis secara digital, 
dan ancaman terhadap kerahasiaan data pasien menjadi tantangan nyata yang dihadapi tenaga 
medis (Nasution, 2022). Dalam beberapa kasus, dokter dapat menghadapi risiko tuntutan 
hukum atau etika tanpa kepastian perlindungan hukum, meskipun layanan diberikan dengan 
keterbatasan platform dan informasi yang tersedia secara daring. 

Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan perlindungan 
hukum bagi dokter. Di satu sisi, dokter tetap dituntut menjalankan tugas profesional sesuai 
dengan standar medis dan etik. Namun di sisi lain, belum tersedia regulasi yang secara jelas 
menjamin hak dan melindungi mereka ketika menjalankan praktik telemedicine. Beban etik 
dan hukum yang dipikul menjadi tidak proporsional, terutama ketika teknologi digital yang 
digunakan belum terstandar atau terintegrasi secara nasional. 

Maka dari itu, reformasi hukum menjadi suatu kebutuhan mendesak pascapandemi 
COVID-19. Reformasi tersebut harus bersifat komprehensif dan antisipatif, tidak hanya 
menambal kekosongan hukum, tetapi juga mempersiapkan sistem hukum untuk 
mengakomodasi dinamika teknologi kesehatan yang terus berkembang. Reformasi ini penting 
untuk memastikan bahwa dokter sebagai tenaga profesional tidak hanya dituntut menjalankan 
kewajiban, tetapi juga diberi kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik daringnya 
(Rahardjo, 2006). 

Tujuan akhir dari reformasi hukum tersebut adalah untuk menjamin keberlangsungan 
praktik telemedicine secara legal dan etis, membangun kepercayaan tenaga medis terhadap 
sistem pelayanan digital, dan menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara dokter dan 
pasien dalam konteks layanan kesehatan berbasis teknologi. Dengan adanya regulasi yang adil, 
progresif, dan berpihak pada perlindungan seluruh pihak, maka telemedicine dapat menjadi 
salah satu instrumen penting dalam sistem kesehatan nasional di era pascapandemi. 

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis kebutuhan 
reformasi hukum terhadap perlindungan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan online 
di masa pascapandemi, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem 
hukum kesehatan nasional yang adaptif, responsif, dan humanistik.  
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis 

peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang mengatur praktik telemedicine, 
khususnya perlindungan hukum bagi dokter serta urgensi pembaruan regulasi pascapandemi 
COVID-19. Jenis penelitian yang diterapkan adalah normatif-deskriptif, yang bertujuan 
menggambarkan kondisi hukum terkait perlindungan dokter dalam telemedicine, 
mengidentifikasi kekosongan regulasi, serta menganalisis relevansi ketentuan hukum yang ada 
terhadap praktik kesehatan digital. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 
komprehensif mengenai tantangan hukum yang dihadapi tenaga medis dalam era digital. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi 
dokumen (document study). Studi kepustakaan mencakup penelusuran literatur, jurnal, buku, 
dan artikel terkait telemedicine dan hukum kesehatan, sedangkan studi dokumen menganalisis 
regulasi seperti UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36/2009 tentang 
Kesehatan, serta kebijakan terkait telemedicine dari Kemenkes dan KKI. Sumber data terdiri 
dari data primer (peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi) dan data sekunder 
(artikel ilmiah, buku, dan statistik). Karena sifat penelitian yang normatif, analisis berfokus 
pada dokumen hukum dan literatur akademik sebagai unit utama. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, 
interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data hukum dipilih dan dikelompokkan berdasarkan 
isu seperti kekosongan regulasi, tanggung jawab profesi, dan perlindungan hukum. 
Selanjutnya, dilakukan interpretasi normatif untuk menilai kesesuaian regulasi dengan praktik 
lapangan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar rekomendasi reformasi hukum guna menjamin 
perlindungan yang lebih baik bagi dokter dalam praktik telemedicine, sekaligus menjawab 
tantangan regulasi di era digital. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang menggambarkan kondisi 
regulasi telemedicine di Indonesia pascapandemi COVID-19, terutama yang berkaitan dengan 
perlindungan hukum terhadap dokter. Temuan ini diperoleh melalui analisis terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah selama dan setelah masa pandemi, 
serta studi literatur akademik yang relevan.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik telemedicine di Indonesia masih belum 
didukung oleh dasar hukum yang kuat dan permanen. Selama pandemi COVID-19, pemerintah 
menerbitkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 yang 
memperbolehkan pelayanan kesehatan secara daring sebagai upaya darurat untuk menjaga 
akses pelayanan kesehatan. Namun, surat edaran tersebut bersifat sementara, tidak memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat secara jangka panjang, dan hingga kini belum terdapat 
penggantinya yang bersifat permanen dan komprehensif dalam mengatur praktik telemedicine 
sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan nasional. 

Selain itu, praktik telemedicine juga menimbulkan ketidakjelasan dalam hubungan 
hukum antara dokter dan pasien. Dalam praktik konvensional, hubungan ini dibangun 
berdasarkan asas kepercayaan dan dikuatkan oleh adanya persetujuan tindakan medis 
(informed consent), serta diikat oleh norma hukum perdata dan etika kedokteran. Dalam 
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layanan telemedicine, belum terdapat regulasi yang jelas mengenai bagaimana persetujuan 
tersebut diberikan secara daring, bagaimana dokumentasi medis dilakukan, serta batas 
tanggung jawab dokter jika terjadi kesalahan medis atau kerugian yang dialami pasien. Hal ini 
menimbulkan kerentanan hukum yang dapat berdampak serius pada posisi profesional dokter. 

Temuan lain menunjukkan bahwa dokter tetap memikul tanggung jawab penuh secara 
medis, etik, dan hukum dalam memberikan layanan telemedicine. Namun demikian, belum 
tersedia instrumen hukum yang memberikan perlindungan hukum yang setara terhadap risiko 
gugatan malpraktik, pelanggaran privasi data pasien, ataupun kekeliruan diagnosis akibat 
keterbatasan media digital. Ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan perlindungan ini 
menciptakan beban ganda bagi tenaga medis yang menjalankan praktik telemedicine dalam 
ketidakpastian hukum. 

Dari sisi kebijakan, sistem regulasi kesehatan digital di Indonesia dinilai belum siap 
menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. Telemedicine belum secara formal 
diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
maupun Undang-Undang Kesehatan dan peraturan turunannya. Akibatnya, praktik ini masih 
berada dalam wilayah abu-abu hukum (legal grey area), tanpa rambu-rambu yang jelas dan 
tanpa perlindungan hukum yang kuat bagi pelaksananya. Padahal, telemedicine telah terbukti 
menjadi alternatif pelayanan yang efektif dan kemungkinan besar akan terus berkembang 
seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang 
fleksibel dan efisien. 

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang 
menyeluruh dan berkelanjutan dalam bidang telemedicine. Reformasi tersebut perlu mencakup 
penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah khusus yang mengatur telemedicine 
secara eksplisit, penetapan standar etika dan praktik medis digital yang seragam, serta 
penguatan perlindungan hukum bagi dokter yang menjalankan layanan daring. Selain itu, 
mekanisme pengawasan, sertifikasi, dan pelaporan berbasis digital perlu dikembangkan untuk 
memastikan akuntabilitas dan keamanan dalam praktik telemedicine. Reformasi hukum juga 
harus bersifat antisipatif terhadap dinamika teknologi informasi yang terus berubah, sekaligus 
menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pasien dan tenaga kesehatan. Dengan 
demikian, keberlangsungan dan legitimasi praktik telemedicine di Indonesia dapat terjaga, 
serta para tenaga medis dapat menjalankan tugas profesional mereka dengan rasa aman dan 
dilindungi secara hukum. 
Pembahasan 

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa praktik telemedicine di Indonesia 
pascapandemi mengalami stagnasi dari sisi regulasi, meskipun penggunaannya sempat 
meningkat tajam selama krisis kesehatan global. Makna utama dari temuan ini menunjukkan 
adanya ketidaksiapan sistem hukum nasional dalam mengakomodasi perubahan bentuk 
pelayanan kesehatan yang didorong oleh transformasi digital. Dengan kata lain, telemedicine 
telah menjadi kebutuhan nyata di masyarakat, tetapi sistem hukum belum bergerak sejajar 
untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dalam koridor hukum yang jelas, adil, dan 
melindungi semua pihak yang terlibat, terutama dokter sebagai pemberi layanan. 

Jika dibandingkan dengan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of 
social engineering) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, maka ketertinggalan regulasi 
telemedicine di Indonesia menunjukkan bahwa hukum belum menjalankan fungsinya secara 
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optimal. Menurut teori tersebut, hukum harus mampu mengikuti dan menata perubahan sosial, 
termasuk perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Namun kenyataannya, dalam 
konteks telemedicine, hukum Indonesia masih bersifat reaktif dan bersifat sementara—ditandai 
dengan hanya adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 
yang bersifat tidak mengikat secara jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum 
saat ini belum mampu menjawab kebutuhan jangka panjang praktik kedokteran digital. 

Lebih jauh, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan hukum antara dokter 
dan pasien dalam layanan telemedicine belum memiliki kepastian. Jika dikaitkan dengan teori 
kontrak dan informed consent dalam hukum perdata maupun etika kedokteran, maka hubungan 
dalam layanan daring menjadi kabur karena tidak adanya mekanisme standar dalam 
memberikan persetujuan tindakan medis secara digital. Ketidaksesuaian ini menunjukkan 
bahwa norma hukum yang berlaku belum mampu mengakomodasi perubahan bentuk interaksi 
antara dokter dan pasien. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan, belum secara eksplisit 
memasukkan telemedicine sebagai bagian dari sistem pelayanan medis yang sah dan 
terlindungi. 

Selain itu, hasil temuan tentang ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan 
perlindungan hukum terhadap dokter juga memperlihatkan adanya celah normatif dalam sistem 
hukum. Dokter dituntut untuk tetap menjalankan tugas profesional sesuai standar medis, namun 
dalam konteks layanan daring, mereka tidak dilengkapi dengan perlindungan hukum yang 
setara. Ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, dokter sebagai profesi 
vital dalam sistem kesehatan justru tidak mendapatkan jaminan hukum yang memadai saat 
menjalankan tugasnya dalam platform digital. 

Dari sudut pandang relevansi, hasil penelitian ini penting untuk dijadikan dasar 
pertimbangan dalam reformasi kebijakan kesehatan nasional. Keberadaan sistem hukum yang 
komprehensif akan berdampak positif terhadap kepercayaan tenaga kesehatan dalam 
menggunakan platform digital, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pasien. 
Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, telah lebih dahulu membentuk 
perangkat hukum yang jelas untuk telemedicine, seperti Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA) di AS yang mengatur perlindungan data kesehatan secara ketat. 
Indonesia perlu belajar dari pendekatan-pendekatan ini, dengan menyesuaikannya pada 
konteks nasional yang khas. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini mempertegas bahwa tanpa reformasi hukum yang 
menyeluruh dan antisipatif, telemedicine di Indonesia akan terus berada dalam ruang hukum 
yang tidak pasti. Hal ini tidak hanya merugikan tenaga medis, tetapi juga masyarakat secara 
umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan digital yang aman dan terpercaya. Maka dari 
itu, hasil penelitian ini menjadi panggilan mendesak bagi pembuat kebijakan untuk segera 
merumuskan regulasi yang berpihak pada perlindungan hukum profesi kedokteran dalam 
konteks pelayanan kesehatan berbasis teknologi. 
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KESIMPULAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik telemedicine di Indonesia pascapandemi 

COVID-19 mengalami perkembangan signifikan dari sisi penggunaan, tetapi belum diimbangi 
dengan sistem hukum yang memadai. Telemedicine telah menjadi alternatif penting dalam 
pelayanan kesehatan modern, namun hingga saat ini masih berada dalam kekosongan regulasi 
yang jelas, permanen, dan komprehensif. Ketiadaan aturan hukum yang kuat menimbulkan 
kerentanan bagi dokter, terutama dalam hal tanggung jawab profesional, kejelasan hubungan 
hukum dengan pasien, serta risiko etika dan hukum dalam pelayanan daring. 
Ketidakseimbangan antara beban tanggung jawab dan perlindungan hukum menunjukkan 
adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang dapat memberikan kepastian dan 
keadilan bagi tenaga medis. Reformasi ini harus diarahkan untuk menjamin legitimasi praktik 
telemedicine, melindungi hak serta kewajiban semua pihak, dan memastikan integrasi 
telemedicine ke dalam sistem hukum kesehatan nasional secara sistemik. 
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